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KEMENHAN. Pedoman Perizinan. Pengawasan.
Pengendalian Senjata Api Standar Militer.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITER DI LUAR LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang
tertata dengan benar sesuai prosedur dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan senjata api dan/atau amunisi, perlu
diberikan perizinan, serta dilakukan pengawasan dan
pengendalian oleh Kementerian Pertahanan;

bahwa untuk efektivitas dan efisiensi peminjaman
senjata api standar militer dan amunisinya bagi
kementerian dan lembaga, perlu menambah jangka
waktu izin peminjaman senjata api standar militer dan
amunisinya;

bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,
Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar
Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan kementerian dan lembaga sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,
Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar
Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
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Mengingat

Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang
Mengubah “Ordonaantietijdelijke Bijzondere
Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor.17) dan Undang-
Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 78);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang
Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai
Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan
Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada
Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2124);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5343);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5596);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat

11.

12.

dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak
Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 84);

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar
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Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 338) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 643);

13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR
7 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR
MILITER DAN AMUNISINYA DI LUAR LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,
Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di
Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 643)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf n Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Masa berlaku izin senjata api standar militer dan

amunisinya meliputi:

a. izin untuk ekspor/impor senjata api standar militer
dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal izin
dikeluarkan;

b. apabila terdapat cukup alasan izin dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6
(enam) bulan dan permohonan diajukan paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa
berlakunya;
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apabila izin ekspor/impor senjata api dan amunisi
tidak dipergunakan setelah dilakukan perpanjangan,
maka izin ekspor/impor tersebut tidak dapat
diperpanjang lagi/gugur;

izin pembelian senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

izin penjualan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan
apabila cukup alasan maka izin penjualan tersebut
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun serta permohonan perpanjangan diajukan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa
berlakunya;

izin produksi senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun)
tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan
apabila cukup alasan maka izin produksi tersebut
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun serta permohonan perpanjangan diajukan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa
berlakunya;

izin pemilikan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan
apabila cukup alasan maka izin pemilikan tersebut
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun serta permohonan perpanjangan diajukan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa
berlakunya;

izin penggunaan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan
apabila cukup alasan maka izin penggunaan
tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1
(satu) tahun serta permohonan perpanjangan
diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis
masa berlakunya.

izin penguasaan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan
apabila cukup alasan maka izin penguasaan
tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1
(satu) tahun serta permohonan perpanjangan
diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis
masa berlakunya;

izin pemuatan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

izin pembongkaran senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

izin pengangkutan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk 1 (satu) kali keperluan
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atau pemakaian dan izin pengangkutan untuk
memindahkan timbunan senjata api dan amunisi
antar gudang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
bulan;

m. izin penghibahan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

n. izin peminjaman senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan
apabila cukup alasan maka izin peminjaman
tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun serta permohonan perpanjangan
diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis
masa berlakunya; dan

o. izin pemusnahan senjata api standar militer dan
amunisinya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan serta
permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1
(satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 21 diubah sehingga
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Eksportir dan Importir senjata api standar militer
dan amunisi berkewajiban:

a. mengamankan senjata api standar militer dan
amunisi yang disimpan dan yang
didistribusikan kepada pengguna akhir;

b. melaksanakan seluruh kegiatan usahanya
sesuai dengan ketentuan;

c. memiliki tenaga ahli senjata api standar militer
dan amunisi; dan

d. membuat laporan kepada Menteri secara
periodik  (bulan, triwulan, semester dan
tahunan) tentang realisasi dan
pendistribusiannya serta dilengkapi fotokopi
pemberitahuan pabean.

(2) Pelabuhan laut atau bandar udara sebagai tempat
pemuatan serta pembongkaran senjata api standar
militer dan amunisi dibatasi pada:

a. pelabuhan laut yaitu, Belawan, Tanjung Priok,
Tanjung Perak, Makassar, dan Balikpapan; dan

b. bandar udara yaitu, Sukarno Hatta di Banten,
Kualanamu di Medan, Halim Perdanakusuma di
Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan
Hasanuddin di Makassar dan Sultan Aji
Muhammad Sulaiman di Kalimantan Timur.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



